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Di penghujung abad ke dua puluh Indonesia di landa oleh gelombang reformasi yang menuntut perubahan
yang mendasar dalam berbagai bidang. Salah satu tuntutan yang bergulir adalah pemberian otonomi yang
lebih besar kepada daerah. Hal itu berimplikasi pada perubahan pola hubungan pusat daerah. Adanya
perubahan dalam hubungan pusat daerah mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh.

Studi hubungan pusat dan daerah berfokus pada masalah kebebasan pemerintah daerah provinsi kalimantan
timur dalam berprakarsa dan mengambil keputusan mencari sumber keuangan dan mengal okasikannya
sesual dengan prioritas dan kepentingan masyarakat setempat. Suasana kebebasan di satu sisi dan adanya
kontrol pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di sisi lain memicu konflik
kepentingan antara tingkatan pemerintahan. Di samping itu konflik kepentingan di provinsi kalimantan
timur juga disebabkan oleh perebutan sumber daya oleh semua tingkatan pemerintah, baik pemerinta pusat
dengan pemerintah daerah provinsi maupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
kabupaten/kota.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini ada 5 aspek. Pertama, tipe penelitian eksplanatif. Kedua,
pendekatan penelitian yang digunakan adalah struktural. Ketiga, konteks penelitiannyatransisi. Keempat,
teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi terbatas. Kelima, teknik
analisisnyakualitatif.

Temuan-temuan yang diperoleh dari studi ini akan dikemukakan sebagai berikut. Pertama, pemerintah
daerah provinsi kalimantan timur memiliki kebebasan untuk berprakarsa dan mengambil keputusan mencari
sumber keuangan sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan kepadanya. Batas-batas
kewenangan itu ditentukan oleh pemerintah pusat dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

K edua, ada dua upaya pemerintah daerah provins kalimantan timur dalam berprakarsa dan menciptakan
sumber pendapatan baru bagi daerahnya. Pertama, intensifikasi pendapatan asli daerahnya. Kedua,
ekstensifikasi pendapatan adli daerahnya.

Ketiga, kontrol pemerintah pusat terhadap pel aksanaan otonomi daerah ada dua macam. Pertama,
pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan peraturn daerah dan atau keputusan kepala daerah. Kedua
pengendalian pemerintah pusat dilakukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang selanjutnya
dijadikan pedoman dan acuan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
daerah.

Keempat, konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi kalimantan timur
terjadi disebabkan oleh dua faktor. Pertama, ketidakadilan dalam bagi hasil minyak dan gas. Pasalnya
provinsi papuadan NAD diberikan bagi hasil minyak dan gas sebanyak 70%, sedangkan provinsi
kalimantan timur dan riau hanya diberikan sebanyak 15%. kedua, konflik dalam penentuan Dana Alokasi
Umum, konflik itu berawal dari smulasi DAU yang dilakukan oleh departemen keuangan pertengahan
tahun 2001. Simulasi itu merugikan daerah penghasil termasuk provinsi kalimantan timur. Oleh karenaitu
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daerah penghasil bersatu membentuk Kaukus Pekan Baru dan Kaukus jakarta. Kedua kaukus itu menuntut
kepada panitia anggaran DPR RI agar kebijakan formulasi DAU yang disimulasikan ditinjau kembali.
Panitia anggaran DPR RI berpendapat bahwa merekatidak terikat dengan simulasi yang dilakukan oleh
Departemen Keuangan. atas dasar itu dalma Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Menteri
Keuangan disimpulkan bahwa tidak ada Daerah yang menerima DAU lebih rendah dari 2001.

Kelima, konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kota samarinda bersumber dari
pencabutan peraturan daerah No. 20 Tahun 2000 tentang ketentuan pengusahaan pertambangan umum
dalam wilayah kota samarinda. Pencabutan peraturan daerah itu didasarkan atas dua faktr. Pertama,
peraturan daerah No. 20 Tahun 2000 bertentangan dengan kontrak karya (KK) yang dilakukan antara
pemerintah pusat dengan pengusaha batubara. Kedua, peraturan daerah tersebut bertentangan dengan UU
No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan.

Secarateoritis, studi ini menunjukkan relevans terhadap beberapateori yang diginakan dan mengkonstruksi
teori baru tentang nasionalisme masyarakat Kalimantan Timur. Kebebasan pemerintah daerah provins
kalimantan timur dalam berprakarsa dan mengambil keputusan mencari sumber keuangan dan

mengal okasikannya sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat setempat, menunjukkan relevansi
dengan teori Otonimi Daerah menurut Abdul Muttalib dan Mohd Ali Khan. Teori yang dikemukakan oleh
Mack dan Snyder dan Maswadi Rauf tentang konflik menunjukkan relevansinya. Di samping relevansi
teoritis juga dikemukakan konstruksi teoritis mengenai tingginya nasionalisme masyarakat Kalimantan
Timur. Tingginya nasionalisme masyarakat Kalimantan Timur disebabkan oleh tiga faktor. Pertama,
masyarakat tidak frustasi terhadap pemerintah-baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah-. Hal itu
disebabkan oleh dua faktor. Pertama, masyarakat tidak mendapat tekanan dari pemerintah. Kedua,
masyarakat masing-masing memiliki kesibukan sehingga kurang waktu untuk memikirkan masalah
pemerintahan apalagi melakukan gerakan separatis. kedua, heterogenitas masyarakat kalimantan timur.
Tingginya heterogenitas masyarakat sehingga tidak ada suku yang mayoritas. Ketiga, masyarakat dan elite
beranggapan bahwa melakukan gerakan separatis kerugiannya lebih banyak dari pada manfaatnya. Kerugian
bagi elite jikaterjadi gerakan separatis atau semacamnya adalah mereka sendiri akan terlempar dari struktur
kekuasaan. Sedangkan kerugian bagi masyarakat adalah kalau terjadi kekacauan maka iklim untuk berusaha
juga akan terganggu. Oleh karenaitu elite politik Kalimantan Timur memegang prinsip bahwa bekerjasama
dengan pemerintah Pusat |ebih banyak manfaatnya dari pada melawannya.



